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ABSTRAK 

 
Muh. Fuad Khalilullah Ms. 04020210116. Dengan Judul Analisis 

Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Bagi Tahanan Yang 
Tidak Mampu Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Di bawah 
bimbingan Bapak Hambali Thalib sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak 
Syamsul Alam. selaku Anggota Pembimbing. 

Penelitian ini bertujuan guna memahami serta menjalankan 
analisis penerapan pemenuhan hak bantuan hukum untuk tahanan tidak 
mampu di rumah tahanan Negara Kelas I Makassar menurut peraturan 
perundang-undangan yang ada di Indonesia sekaligus demi memahami 
serta menelaah kendala yang dihadapi dalam penyediaan bantuan 
hukum terhadap tahanan tidak mampu di rumah tahanan Negara Kelas I 
Makassar. 

Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris yang mana 
penelitian ini dilaksanakan memakai teknik pengumpulan data melalui 
hasil wawancara serta didukung melalui sejumlah bahan hukum serta 
memakai teknis analisis data kualitatif. 

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Pelaksanaan 
pemenuhan hak bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu di Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar pada dasarnya sudah berjalan 
mengikuti peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia, 
secara khusus Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 terkait Bantuan 
Hukum, melalui pemberian akses dan fasilitasi pendampingan hukum oleh 
Lembaga Bantuan Hukum maupun advokat. Namun, pada praktiknya 
pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui 
keterbatasan dalam aspek penyampaian informasi, administrasi, dan 
koordinasi, sehingga diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan agar 
pemenuhan hak bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif dan 
berkeadilan bagi seluruh tahanan tidak mampu. Kendala Yang dirasakan 
dalam Pemberian Bantuan Hukum pada Tahanan Tidak Mampu Di Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar yaitu, Kendala Pemahaman Tahanan 
terhadap Hak Bantuan Hukum, Kendala Mekanisme Pendampingan yang 
Bergantung pada Permintaan, Kendala Koordinasi dalam Pelaksanaan 
Pendampingan. 

Rekomendasi penulis pada penelitian ini Disarankan agar pihak 
Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar melakukan peningkatan 
kapasitas petugas melalui pelatihan terkait hak bantuan hukum, 
memperbaiki sistem penyampaian informasi kepada tahanan secara lebih 
jelas dan terstruktur, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan 
Lembaga Bantuan Hukum dan advokat, sehingga kendala administratif dan 
teknis dapat diminimalkan dan pemberian bantuan hukum bagi tahanan 
tidak mampu bisa terlaksana lebih efektif serta merata. 

 
. 

Kata kunci: Bantuan hukum, tahanan tidak mampu, pemenuhan hak, 
rumah tahanan. 

1

1

2

2

17

18

27

28

32

Page 7 of 22 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3499220971

Page 7 of 22 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3499220971



1  

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Hukum ialah landasan paling tinggi pada kehidupan berbangsa 

maupun bernegara. Dengan begitu, Negara Indonesia ialah negara yang 

berdasarkan hukum, bukan atas dasar kekuasaan semata. Hal ini secara 

tegas diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yang berikutnya pada riset ini disebut sebagai UUD 1945. Penekanan 

Indonesia selaku negara hukum, yang sebelumnya tercantum pada 

penjabaran UUD 1945, kemudian ditegaskan kembali pada perubahan 

ketiga UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwasanya Negara 

Indonesia ialah negara hukum. Konsekuensi dari ketetapan ini yakni 

bahwasanya seluruh tindakan, kebijakan, serta perilaku aparatur negara 

maupun warga negara sepatutnya berlandaskan serta sejalan akan hukum 

yang berlaku. Ketetapan ini juga dimaksudkan untuk mengahalu adanya 

penyalahgunaan wewenang maupun sikap otoriter, baik oleh aparat negara 

hingga masyarakat. 1 

Perbedaan yang paling mendasar dari konsep negara hukum 

Indonesia ada dalam prinsip keselarasan antara pemerintah dengan rakyat. 

Dalam negara hukum, tiap warga negara punya kedudukan yang setara di 

hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum 

 

1 Sudikno Mertokusumo. (2010). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. 

Hal 2 
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2  

 
dan pemerintahan tanpa terkecuali. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum 

dan pemerintah ini tercermin pada strategi penegakan hukum di Indonesia. 

Dalam hal penegakan hukum pidana formil, dasar hukum yang menjadi 

pedoman untuk aparat penegak hukum dalam menjalankan proses 

peradilan yakni Hukum Acara Pidana, sebagaimana sudah ditetapkan 

melalui Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1981 No. 76, 

Tambahan LNRI No. 3209), yang kemudian dikenal sebagai KUHAP.2 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah dasar 

hukum acara pidana yang mengatur prosedur formal dalam penyelesaian 

dan penanganan perkara pidana. Ketentuan tersebut tidak hanya 

menetapkan tata cara beracara, tetapi juga memberikan pengakuan hukum 

atas hak-hak dasar tersangka maupun terdakwa. Salah satu pengakuan 

penting yang diberikan adalah legitimasi terhadap hak untuk membela diri di 

hadapan aparat penegak hukum. Pengakuan ini ialah wujud proteksi pada 

hak asasi manusia (HAM) guna mencegah tindakan yang bersifat 

sewenang-wenang dari pihak berwenang.3 

Penegakan hukum di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan 

penghormatan pada HAM. Hal tersebut ditekankan pada UU No. 39 

 

2 Mati, Bambang. (2023). Manajemen Bantuan Hukum di Rutan Kelas I. Jakarta: Buku Kita. Hal 
14 
3 Permana, B. R., Renggong, R., & Madiong, B. (2023). Analisis Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM No. 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lapas dan Rutan: studi kasus Lapas Kelas 

I Makassar. Indonesian Journal of Legality of Law, 5(2), 439–443. DOI:10.35965/ijlf.v5i2.2620 
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Tahun 1999 terkait HAM (LNRI Tahun 1999 No. 165, Tambahan LNRI No. 

3886), yang kemudian dikenal sebagai UU HAM. Pada ketentuan ini 

dijabarkan bahwasanya tiap  individu, tanpa diskriminasi, punya hak 

mendapat keadilan melalui proses pengajuan pengaduan, permohonan, 

maupun gugatan pada perkara pidana, perdata, ataupun administrasi. 

Proses peradilan harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak, serta 

dijalankan oleh hakim yang adil serta jujur, demi terwujudnya putusan yang 

adil sekaligus benar. Selain itu, tiap orang yang ditahan, ditangkap, atau 

dituntut sebab diduga menjalankan tindak pidana tetap dinilai tidak bersalah 

hingga adanya pembuktian melalui persidangan yang sah dan diberikan 

jaminan hukum untuk membela diri.4 

Selaku negara hukum, prinsip kesetaraan di hadapan hukum 

(equality before the law) menjadi landasan penting yang harus dijalankan. 

Prinsip ini juga menuntut adanya kesetaraan perlakuan (equal treatment), 

baik dalam proses hukum maupun akses terhadap bantuan hukum. Dalam 

konteks ini, pemberian bantuan hukum tidak hanya sebatas memenuhi 

kebutuhan pendampingan masyarakat dalam proses hukum, tetapi juga 

berperan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Hal ini 

dilakukan melalui pendidikan hukum dan kewarganegaraan (civil education) 

 
 

 

4 Sebastian, Luthfi. (2019). Reformasi Perlindungan Hukum untuk Warga Miskin di 

Indonesia. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.Hal 11 
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yang bertujuan agar masyarakat mampu memahami, bahkan mengkritisi 

produk hukum yang berlaku.5 

Bantuan hukum menjadi bentuk perlindungan terhadap hak asasi 

tersangka atau terdakwa, dengan tidak melihat latar belakang sosial, etnis, 

agama, warna kulit, ideologi, atau status ekonomi. Tujuan dari pemberian 

bantuan hukum ini yakni demi menjamin bahwa proses hukum tetap 

menghormati setiap nilai HAM. Saat ini, telah diatur secara khusus melalui 

UU No. 16 Tahun 2011 terkait Bantuan Hukum (LNRI Tahun 2011 No. 104, 

Tambahan LNRI No. 5248), yang berikutnya dikenal sebagai UU Bantuan 

Hukum. 

Pemberian bantuan hukum pada hakikatnya yakni sebuah proses 

ketika penyidik memberi informasi pada tersangka terkait kelayakan 

bantuan hukumnya, selayaknya dipaparkan pada Pasal 114 KUHAP yakni: 

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum 

dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan 

kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa 

ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”. 6 

 
 
 
 
 

 

5 Egerton, Robert. (2021). Legal Aid: Bantuan Hukum Orang Miskin. Bandung: Nuansa 

Cendekia. Hal 6 
6 Pasal 114 KUHAP. 

1
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Dengan demikian, bahwa jika penyidik tidak memberitahukan tentang 

haknya atas bantuan hukum pada tersangka, seharusnya bantuan hukum 

bisa disajikan atau ada kesalahan prosedur. 

Berdasarkan ketentuan pada UU No. 16 Tahun 2011 terkait Bantuan 

Hukum, pemberian pelayanan serta nasihat hukum ditujukan bagi 

tersangka maupun terdakwa guna membuat pemahaman mereka 

meningkat terhadap aspek-aspek hukum yang relevan, serta mendukung 

dalam mencari solusi atas permasalahan hukum yang dilalui. Selain itu, 

pemberian bantuan hukum juga bertujuan untuk membimbing narapidana 

agar menjadi individu yang mandiri dan memiliki pemahaman yang baik 

mengenai proses hukum, sehingga mereka bisa bertanggung jawab 

terhadap tindakan yang sudah diperbuat.7 

Dilansir pada Pasal 56 (1) KUHAP, penyidik berkewajiban memberii 

nasihat hukum pada tersangka yang tidak mampu (miskin). Bantuan hukum 

ditujukan demi membela kepentingan tersangka serta patut dimanfaatkan 

dengan tepat supaya proses peradilan tetap adil untuk orang-orang miskin. 

Dengan begitu, bantuan hukum wajib diberi secara luas demi menjamin 

bahwasanya tersangka yang tidak mampu bisa memperoleh bantuan 

hukum mengikuti Pasal 56 (1). 

 
 
 

 

7 Alam Guntur, Pawennai, Mappasomba, & Hasyim, Syahrul (2024). Analisis Pelaksanaan 

Pemberian Bantuan Hukum pada Rutan Kelas I Makassar sebagai bagian dari perlindungan hak 

asasi tersangka. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(2), 9180–9195. 

DOI:10.31004/innovative.v4i2.10658 

1
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Setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum menjadi bagian dari 

jaminan perlindungan HAM yang diatur pada UU No. 16 Tahun 2011 terkait 

Bantuan Hukum. Pada Pasal 1 angka 1 UU tersebut, bantuan hukum 

diartikan sebagai layanan hukum yang diberi oleh pemberi bantuan hukum 

dengan cuma-cuma pada penerima bantuan hukum. Hal ini merupakan 

bentuk konkret dari asas persamaan di hadapan hukum (equality before the 

law), yang menekankan bahwasanya negara punya kewajiban dalam 

memastikan akses keadilan untuk tiap warga negara, khususnya bagi 

mereka yang tidak mampu dari segi ekonomi. Melalui kebijakan ini, negara 

tidak hanya mengakui hak atas bantuan hukum, tetapi juga bertanggung 

jawab dalam penyelenggaraannya melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 

yang telah terakreditasi. 

Namun faktanya, masih banyak tahanan, khususnya yang berasal dari 

kelompok tidak mampu, belum sepenuhnya mendapatkan pendampingan 

hukum yang layak. Ketimpangan ini memperlihatkan terdapat kesenjangan 

antara regulasi serta implementasi di lapangan. Sejumlah faktor seperti 

keterbatasan jumlah advokat yang tergabung pada lembaga bantuan 

hukum (LBH), minimnya anggaran dari pemerintah, serta lemahnya 

sosialisasi terhadap masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum turut 

berkontribusi pada rendahnya akses keadilan bagi para tahanan tidak 

mampu. Akibatnya, mereka kerap menghadapi proses peradilan tanpa 

pendampingan yang memadai, yang pada akhirnya dapat memengaruhi hasil 

putusan dan menimbulkan ketidakadilan hukum. 

6

8

23
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Pemilihan lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Rumah 

Tahanan Negara Kelas I Makassar didasari oleh kondisi nyata di lapangan, 

di mana masih ditemukan warga binaan pemasyarakatan yang belum 

mengetahui adanya layanan bantuan hukum yang merupakan hak mereka. 

Masih terdapat permasalahan serius terkait ketimpangan dalam 

penunjukan advokat bagi tahanan yang tidak mampu. Hal ini disebabkan oleh 

lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, yang pada konteks ini 

penyidik, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan pihak pengadilan. 

Kurangnya sinergi antar lembaga tersebut menyebabkan proses 

penunjukan advokat tidak berjalan secara merata dan tepat sasaran. 

Akibatnya, sejumlah tahanan yang berasal dari kelompok masyarakat tidak 

mampu tidak memperoleh pendampingan hukum secara maksimal, 

khususnya sejak tahap awal penyidikan hingga proses persidangan 

berlangsung. Padahal, tahap penyidikan merupakan fase krusial dalam 

menentukan arah dan substansi perkara pidana. 

Sehingga pendampingan hukum pada tahap ini seharusnya menjadi 

hak yang dijamin sepenuhnya oleh negara. Ketidakterpenuhan hak atas 

pendampingan hukum tersebut tidak hanya mengabaikan prinsip 

perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan asas 

peradilan yang adil serta tidak memihak (fair trial). Dengan begitu, 

optimalisasi koordinasi antar pihak terkait menjadi urgensi dalam rangka 

memastikan bahwa setiap tahanan, tanpa terkecuali, dapat memperoleh 

akses atas bantuan hukum secara merata mengiktui amanat UU No. 16 

1
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Tahun 2011 terkait Bantuan Hukum.8 

Contoh kasus lainya yaitu, Seorang kuasa hukum dalam kasus 

narkoba melaporkan bahwa di Rutan Makassar, advokat sulit bertemu 

dengan kliennya. Mereka bahkan tidak dipersilakan tanpa alasan hukum 

yang memadai, dengan dalih narapidana menjalani sanksi berat. Padahal 

menurut Permenkumham, tidak ada larangan bertemu advokat seperti itu. 

Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak akses atas bantuan 

hukum secara cuma-cuma.9 

Dalam Islam menekankan pentingnya menjunjung keadilan dengan 

tidak melihat status sosial baik pada orang kaya hingga miskin. Dalam 

konteks bantuan hukum, ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus 

ditegakkan secara setara, dan kelompok miskin pun berhak mendapatkan 

pembelaan dan perlindungan hukum yang adil. Memberikan bantuan hukum 

kepada mereka bukan sekadar tindakan sosial, tetapi perintah keagamaan 

yang berakar pada nilai-nilai keadilan Islam. 

Al-Qu’ran Surah An-Nisa ayat 135 : 

 

 

8 Permana, Bambang R., Renggong, Rinto, & Madiong, Bastian. (2023). Analisis Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lapas dan Rutan: 

studi kasus Lapas Kelas I Makassar. Indonesian Journal of Legality of Law, 5(2), 439–443. 

DOI:10.35965/ijlf.v5i2.2620 

9 SulselFajar. Nursam, Rutan Makassar Btasi Akses Advokat, 
https://sulsel.fajar.co.id/2022/04/29/rutan-makassar-batasi-akses-advokat/ Diakses Pada 24 Juli 
2025. 

5
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Terjemahannya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kalian orang yang benar-benar 

menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, 

maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”10 

 
 

Ayat ini memiliki makna mendalam bahwasanya keadilan tidak boleh 

dipengaruhi oleh status sosial, kedekatan emosional, maupun kondisi 

ekonomi. Dalam konteks hukum positif, nilai tersebut tercermin dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang 

menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh bantuan 

hukum, termasuk tahanan yang tidak mampu secara ekonomi. 

Selaras dengan UU HAM, selanjutnya pada KUHAP pun sudah 

mengangkat serta memposisikan tersangka atau terdakwa pada 

kedudukan yang sederajat serta dihormatinya setiap haknya selaku mahluk 

ciptaan Tuhan, yang mana seorang yang disangka atau didakwa menjadi 

pelaku tindak pidana sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan hingga 

pemeriksaan persidangan bisa memakai haknya agar didampingi oleh 

penasihat hukum. Maka dari Peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan 

Judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK BANTUAN 

HUKUM BAGI TAHANAN YANG TIDAK MAMPU (Studi Di Rumah 

Tahanan Negara Kelas I Makassar)” 
 

 

10 Al-Qu’ran Surah An-Nisa ayat 135 dan Terjemahannya. 

4
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, selanjutnya bisa dirumuskan 

permasalahan mencakup: 

1.  Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak bantuan hukum bagi 

tahanan tidak mampu di rumah tahanan Negara Kelas I Makassar 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ? 

2. Apa saja bentuk kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum 

terhadap tahanan tidak mampu di rumah tahanan Negara Kelas I 

Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah: 

1. Untuk memahami serta melaksanakan analisis terhadap pelaksanaan 

pemenuhan hak bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu di rumah 

tahanan Negara Kelas I Makassar menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. 

2. Untuk memahami serta melaksanakan analisis kendala yang dihadapi 

dalam pemberian bantuan hukum terhadap tahanan tidak mampu di 

rumah tahanan Negara Kelas I Makassar. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian yakni 
1. Manfaat praktik yaitu mampu menjadi masukan bagi pihak Rutan Kelas I 

Makassar, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan instansi terkait dalam 

memperbaiki sistem layanan bantuan hukum, khususnya untuk tahanan yang 

1

1

2

2
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tidak mampu. 

2. Manfaat teoritik yaitu mampu memberi kontribusi dalam pengembangan 

ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana serta HAM, dengan 

fokus pada implementasi bantuan hukum dalam sistem 

pemasyarakatan.
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